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BABV 

PENUTUP 

1. 	 Kesimpulan 

a. 	 Penerapan prinsip keterbukaan bank go public terdapat dalam dua tahapan, 

yaitu: 

• 	 Tahapan pasar perdana, berupa pengumuman Prospektus Ringkas dalam 

dua surat kabar harian dan penyediaan Prospektus pOOa Penjamin EmiBi 

dan Agen Penjual. 

• 	 Tahapan pasar sekunder, berupa kewajiban laporan secara berXala dan 

laporan insidental kepOOaBapepam dan RUPS. Salah satu bentuk laporan 

insidental walah rencana perusahaan untuk merger. 

b. 	 Merger bank go public dilatarbelokangi oleh dua foktor, yaitu yuridis dan 

strategis. Faktor yuridis berupll tindokan penyehatan bank oleh BI berdasarkan 

pasal 37 ayat (2) UU Perbankan, sedangkan faktor strategis berupa langkah 

ekspansif bank Merger bank-bank go public harns mendapat persetujuan 

RUPS masing-musing peruBahaan, Berta mendapat pengesahan Menteri 

Kehokiman dan mendapat ijin Menteri Keuangon. Dalam peloksanaan merger, 

terdapat kendala yang bersifal teknis dan non teknis. DalWll pelDksanaan 

merger bank go public Bapepam memegang peranan dalam hal menilai 

kesiapan masing-masing bank serta meneliti kemungkinan rulanYIl 

pellUJ8Slll"an oleh bank yang akan merger. 
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c. 	 Dalam pelaksanaan merger bank go public, perlindungan hukum bagi pemodal 

Belaku pemegang Baham minoritas sangat diperlukan untuk menghindari 

adanya pemaksaan kehendak oleh pemegang saham mayoritas kapada 

pemegang Baham minoritas. Perlindungan hukum ini lelah diberikan oleh 

pasal 28 ayat (1) UU Perbankan, pasal 104 ayat (1) UU Peraeroan Terbatas 

dan pasal 84 UU Pasar Modal juncto angka 3 Peraturan Bapepam nomor 

IX.O.1, lampiran Keputusan KeluaBapepam Namor Kep-S2IPMl1997 tanggal 

26 Desember 1997 ten tang Penggabungan Usaha atau Peleburan USallll. 

Perusahaan Publik atan Emiten. 

1. 	 Saran 

a. 	 Bank Indonesia perlu lebih meningkatkan pengawasan terhadap kelerbukaan 

yang dilakukan perbankan nasional. dengan jalan memberikan sanksi kepada 

bank yallg tidak memenuhi kewajiban tersebut Dalam melakukan penilwan 

kesebatan sebuah bank, Bank Indonesia haruB independen dan mengumumkan 

tingkat kesehalan bank-bank kepada masyarakat 

b. 	 Prosedur pcrizinan merger bank perlu disederbanakan tanpa mengabaikan 

prinsip perlindungan hukum kepada pamodal, serta memberikan insentif 

kepada bank yang merger. Bank Indonesia se laku pengawas perbankan 

diharapkan memberikan referensi kepada Menleri Keuangan untuk 

mengeluarkan keputusan merger bank, sebelum memberikan retcrensi agar 

sebuah bank dilikuidasi. 
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c. 	 PemodaJ perlu dilindungi Becara hukum detngan menentukan hak-hak yang 

dapat mereka.lakukan apabila terdapat keputUllan merger yang merugikannya 

Bentuk perlindungan ini dengan cara menentukan batasan wajar harga Baham 

yang hendak dijualnya karena tidak setuju atllJl pelaksanaan merger. 

d 	 Perlu dikeluarkan Peraturnn Pemllrintah yang mengatur mengllnai merger 

bank, disamping Peraturan Pemerintah tentang Likuidasi Bank (pP No. 40 

tabun 1997) karena bagaimanapun juga likuidasi merupakan langkah terakhir 

dalam penyehatan sebuah bank. 
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